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A.Dasar Hukum
5 tentang Penetapan Peraturan

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 201
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah

erapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020

beb
dang Nomor 2

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-un
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomeor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,
n Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye

4. Peraturan Komisi Pemiliha
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
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8 Pertuan Badan Pengawas Pamilihan Unom Nomor 9 Tahan 2024 tontang
Parubatian Atan Peraturan Badan Pengawan Pomilinan Umum Nomor B Tahun
SN0 tentany  Penanganan Pelangpgatan Pemilihan Gubemur dan Wakil
Viubemu, Bupati dan Wakil Bupati, SBerta Wallkota dan Wakil Walikota,

Y heputusan Bersama Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Biokrast. Mentert Dalam Negarl, Kepala Badan Kopegawalan Negara, Kotua
Romist Aparatur Sipil Negara dan hetua Badan Pengawas Pomilihan Umum
Tahun 2022,

t3. lal Surat

Sehubungan dengan  dilaksanakannya tahapan Kampanyoe pada Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubemur Provinst dawa Timuar, Bupatt dan Wakil Bupati
Rabupaten Situbondo seita berdasarkan hasil pemetaan Kerawanan yang dilakukan
oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo terdapat beberapa potensi kerawanan yang
Kemunghinan tenadi pada tahapan kampanye di Kabupaton Situbondo,
U Potensi Kerawanan pada tahapan Kampanye sebagai barikut:

A Adanya aktivitas dukung mendukung Pasangan Calon dari Kepala Desa/Lurah
dan Perangkat Desa baik secara langsung maupun tidak langsung;

b Adanya penyalahgunaan fasilitas negara saat Kampanye Pasangan Calon,

(2]

Adanya program-progam yang dibiayai negara yang menguntungkan salah satu

Pasangan Calon,

d  Adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan

salah satu Pasangan Calon.

2 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau
hepada Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Situbondo agar memperhatikan hal-hal
sebagail benkut,

a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemernintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Fenulihan  Gubermur,  Bupati, dan  Walikota Menjadi  Undang-undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang:

a) Pasal 70 angka (1) huruf ¢ menyebutkan bahwa Pasangan Calon dilarang
melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau
sebutan lain/Perangkat Kelurahan;
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2 Pasal 71 ayat (1) menystutian banwa Kepaiz Desa atau sebutan lan/lLurah
diarang memiuat weputusan danvatau tindakan yang menguntungkan atau
—erughkan s3l@n sall casangan calon,

< Pasal 188 memysoutaan Szhwz Setzsp Peabat Negara, Pejabat Aparatur
Sipil Necarz can “epalz Desa atau sebutan lain/Luran yang dengan sengaja
TeEngsaEr kEEnuzn sebagaimana dimaiksud dzlam Pasal 71, dipidana
Jercan picans pen@zrz paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6
(emzm) oulen can/atsu dendza paling sedilat Rp 600.000 (enam ratus nbu
rupian ) 2s2u paiing bamyak Rp 5.000.0C0 (enam juta rupiah);

o

Sersasarcan Uncang-undzng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

#2=s Uncang-undang Nomor 6 ahun 2014 tentang Desa:

2] Paszl 28 huruf g melarang Kepzla Desa menjadi pengurus partai politik;

o) Pasal 28 huruf | meizrang Kepalz Desz it seriz dan/atau teribat dalam
“ampanye Pemiinzan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;

c) Pasal 51 huruf g melarang Perangikat Desz menjadi pengurus partai politik;

d) Pasal 51 huruf ] meiarang Perangkat Desa ikut serta dan/atau terfibat dalam
Lzmpanys Pemilinan Umum dan/atau Pemilinan Kepala Daerah.

3 Dan pont 1 d2n 2 ¢ 2t3s. maka diperiukan langkah konknt Kepala Desa/lurah Se-
£zbupzten Stubondo dalam menjaga netraliias Kepala Desa/lurah dan Perangkat
Desz Perangkz: Keluarahan di ingikungan Pemerintah Daerah, di antaranya:

2 Mslzkukzn monitonng dan mencegah terjadinya partisipasi dukungan salah satu
Pzsangan Czlon oleh Kepzlz Desallurah dan Perangkat Desa/Perangkat
Kelurahan,

o Meizkuwan montonng dan mencegah terjadinya pemanfaatan fasilitas

Szmennizn Desalurah di luar kewenangan untuk Kepentingan Kampanye

. Menghentkan segzia program dan kegiatan yang berpotensi menguntungkan

zizu merugikan Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2024
Demiczn Imbacan ini untuk diteruskan kepada jajarannya, atas perhatian dan
kenasamanya cisampaikan tenma kasih.

O

/

AHMAE
Temobusan cisampaikan kepada Yih.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.
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